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PEDOMAN INTERNAL             
PROGRAM KESEHATAN JIWA UPT PUSKESMAAS MOJOGEDANG I

BAB I
        PENDAHULUAN
A.  LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan  bersama-sama  dengan  lintas  program dan lintas sektor terkait. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, berbagai upaya tengah diwujudkan agar dapat merealisasikan makna yang terkandung dalam Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa tersebut.

Salah satu upaya prevensi primer adalah dengan berorientasi pada kelompok masyarakatyang belum mengalami  masalah maupun gangguan jiwa. Dalam upaya   melakukan program prevensi   ini   maka   diperlukan   pedoman   terkini   layanan
kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan tingkat primer. Upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa saat ini lebih diutamakan melalui pendekatan siklus kehidupan dimulai dari saat pra nikah dan konsepsi hingga pendekatan di masa tumbuh kembang anak remaja sehingga menjadi sangat penting upaya mengenali faktor resiko masalah kejiwaan, pencegahan secara eksplisit, memperbaiki   konsekuensi akibat kesulitan dan kerentanan kesehatan jiwa sejak dini yang diharapkan dapat mencegah morbiditas dan mortalitas akibat gangguan jiwa.

Berdasarkan data mhgap yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2017 burden of disease akibat penyakit jiwa adalah
2,463.29 per 100,000 penduduk sedangkan burden of disease bunuh diri adalah 3,4 per 100,000 penduduk. Berdasarkan data Riskesdas 2018 didapatkan data kasus ODGJ berat adalah
1,8 per 1000 penduduk atau 429.332 ODGJ Berat. Terget layanan keswa terhadap ODGJ berat pada tahun 2024adalah sebesar 100% sesuai Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. ODGJ berat yang dipasung adalah 31,5% dari jumlah penderita sementara ODGJ yang teratur minum obat hanya 48.9 %.   Pengkonsumsi Minuman beralkohol adalah
3.3% dari jumlah penduduk Indonesia yang berusia ≥ 10 tahun. Data  Depresi pada usia  ≥ 15  tahun  adalah 6,1  per  100,000 penduduk, sedangkan gangguan mental emosional adalah 9.8 per 100,000 penduduk.Besaran masalah sangat penting untuk perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian serta perencanaan obat gangguan jiwa.






Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Kesehatan menetapkan salah satu fungsi Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan fungsi penyiapan   penyusunan   norma,   standar,   prosedur,   dan kriteria dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan  jiwa  anak  dan  remaja,  kesehatan  jiwa  dewasa dan  lanjut  usia  serta  penyalahgunaan  NAPZA.  Berbagai

B. TUJUAN 

     1. Tujuan Umum 
         Tatakelola dan tatalaksana masalah kesehatan jiwa pada pelayanan 
           kesehatan di Puskesmas Mojogedang I
      2. Tujuan Khusus 
      	a .Mendeteksi    secara    dini    masalahkesehatan    jiwa di Puskesmas   
            Mojogedang I.
        b.Menangani kasus gangguan jiwa di layanan Puskesmas Mojoghedang I  
            termasuk   di lingkungan masyarakat
          c. Melakukan rujukan pada saat yang tepat bila diperlukan

C. SASARAN
      Sasaran dari buku pedoman ini adalah dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan 
     lainnya yang bekerja di Puskesmas Mojogedang I

D. RUANG LINGKUP 

      1. Pelayanan pasien dengan gangguan jiwa
      2. Kunjungan rumah pada pasien penderita gangguan jiwa
      3. Penyuluhan/ sosialisasi kesehatan jiwa
      4. Deteksi dini keluarga sehat jiwa
       5. Pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan jiwa
E.BATASAN OPERASIONAL 

    1.  Pengertian 
 Kesehatan  Jiwa  adalah  kondisi  dimana  seorang  individu dapat berkembang secara fisik, mental,  spiritual,  dan  sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya
 Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang  yang  mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
  Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk  sekumpulan  gejala  dan/atau  perubahan  perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
 Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan  derajat  kesehatan  jiwa  yang  optimal  bagi setiap  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  dengan pendekatan   promotif,   preventif,   kuratif,   dan   rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Kesehatan Jiwa disingkat Keswa adalah   kondisi   dimana seorang  individu  dapat  berkembang secara  fisik,  mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekananstress, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan 



kontribusi untuk  komunitasnya  (Undang-Undang  No.  18 Tahun  2014 tentang Kesehatan Jiwa
Upaya Keswa adalah   setiap   kegiatan untuk mewujudkan derajat  kesehatan  jiwa  yang  optimal  bagi setiap  individu, keluarga,   dan   masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif   diselenggarakan   secara menyeluruh,    terpadu,    dan    berkesinambungan oleh Pemerintah,   Pemerintah Daerah dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Masalah psikososial adalah masalah sosial yang mempunyai dampak negatif dan berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa atau masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari gangguan jiwa.
Masalah psikososial dapat diakibatkan oleh bencana alam, dampak perilaku kekerasan, urbanisasi, kemiskinan, adiksi narkotika  dan  psikotropika, dampak pornografi,  game online, dan  lain-lain  sedangkan  penyandang  disabilitas  menurut UU No 8 tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,   dan/   atau   sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2.Pelayanan pasien dengan gangguan jiwa 
    	a. Konseling pada keluarga dan pasien dengan gangguan jiwa
       b. Identifikasi pasien/ kasus gangguan jiwa
       c. Kunjungan rumah pada pasien penderita gangguan jiwa
          Dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, perangkat desa
          Kunjungan ke rumah pasien penderita gangguan jiwa dengan 
         melakukan pendekatan pada keluarga penderita gangguan jiwa
      d..Penyuluhan/ sosialiasi kesehatan jiwa 
           Dilakukan oleh petugas kesehatan yang ada dilayanan kesehatan yaitu      
           Dokter Umum, Perawat, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya.
       e. Pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan jiwa 

3.Upaya preventif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk :

1.   Mencegah terjadinya masalah kejiwaan.

2.   Mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa

3.	Mengurangi  faktor  risiko  akibat  gangguan  jiwa  pada masyarakat secara umumperorangan

4.   Mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.


























F. LANDASAN HUKUM

1.UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
2. UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
3. UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial 
4. UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 
5. UU No 35 tahun 2015 tambahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
6. UU No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian   
     UrusanPemerintahan,AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
     Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 
9. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
10. Peraturan Presiden No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pedoman      
      Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 15
 11. KMK No 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas 
       Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama 
12. Peraturan Menteri Kesehatan No 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Program 
       Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga 
14. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan 
       Minimal Bidang Kesehatan 
15. PermenkesNo54tahun2017tentangPenanggulangan Pemasungan Pada ODGJ 
16. Permenkes No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 
17. Permenkes No 4tahun 2020 tentangPenyelenggaraan Institusi Penerima Wajib 
      Lapor 
18. Permenkes No 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 
      Tahun 2020-2024
























BAB II
                                             STANDAR KETENAGAAN
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kualifikasi Sumber Daya manusia dalam     program kesehatan jiwa adalah pemegang program sebagai penanggung jawab kesehatan jiwa dan bekerjasama dengan dokter umum, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. dan Dokter umum yang bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas
     Distribusi Ketenagaan Petugas kesehatan yang melaksanakan program kesehatan jiwa di bagi 7 Desa Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mojogedang I 
C. Jadwal Kegiatan
Jadwal pelaksanaan kegiatan program kesehatan jiwa disepakati dan disusun bersama dengan lintas program terkait dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor tiap tiga bulan sekali.

       BAB III 
                                                       STANDAR FASILITAS

A. DenahRuang
     Koordinasi pelaksanaan program kesehatan jiwa dilakukan oleh koordinator kesehatan jiwa yang menempati ruang pertemuan di gedung UPT Puskesmas Mojogedang I . Sedangkan konseling program kesehatan jiwa menempati ruang konseling di gedung UPT Puskesmas  Mojogedang I
B. Standart fasilitas
- Buku Pedoman Kesehatan Jiwa 

                                                             BAB IV 
                                                   TATALAKSANA PELAYANAN
1. Pelayanan pasien dengan gangguan jiwa
· Pasien datang ke layanan di UPT Puskesmas Mojogedang I :
        Poli umum, Poli Gigi, Poli KIA di skreening dengan konseling untuk  
        menentukan diagnosa:
        a. Penyakit fisik 
        b. Penyakit fisik disertai dengan keluhan psikis(Psikosomatis) 
        c. Penyakit psikis
        Apabila dari hasil diagnosa (b dan c) lebih menjurus lagi ke masalah jiwa 
        maka perlu penanganan khusus.
     -  Pendekatan terapi kepada keluarga yang mendampingi untuk mencari    
        penyebab masalah yang diderita keluarga pasien.
     -  Pendataan dan RTL dengan keluarga selanjutnya
     -  Pengobatan dan rujukan bila diperlukan
2. Kunjungan rumah pada pasien penderita gangguan jiwa
   -  Petugas melakukan kunjungan rumah pada pasien gangguan jiwa
   -  Pendekatan pada keluarga dan pasien dengan gangguan jiwa
   -  Memberikan penyuluhan
   -  Melakukan pemantauan status pengobatan pasien gangguan jiwa
   -  Mengambil data dan mencatat hasil kunjungan rumah pada pasien gangguan 
       Jiwa
   -  Memberikan rujukan apabila diperlukan
3. Penyuluhan/ sosialisasi kesehatan jiwa 
            - Mengundang peserta penyuluhan : masyarakat, kader, pemangku 
              kepentingan dengan program jiwa
            - Materi penyuluhan tentang kesehatan jiwa
            -Tanya jawab antara pemberi materi dengan pesert
            -Testimoni dari peserta mengenai keadaan yang ditemui dilingkungannya yang 
              berhubungan dengan kesehatan jiwa
            - Hasil dokumentasi dan notulen
        4. Deteksi dini keluarga sehat jiwa 
           -  Mengundang kader jiwa untuk dibekali materi deteksi dini kesehatan jiwa
           -  Pemberian materi kesehatan jiwa melalui pertemuan pada kader kesehatan 
               jiwa
          -  Membagikan form deteksi dini keluarga dan form rekapitulasi RT/ Desa
          -   Melakukan pendataan pada setiap rumah
          -   Rekapitulasi, pelaporan dan evaluasi pada penaggung jawab program jiwa
      5. Pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan jiwa
          -  Mengundang kader untuk dibekali materi deteksi dini kesehatan jiwa
          -  Pemberian materi kesehatan jiwa melalui pertemuan pada kader kesehatan 
             jiwa
         -    Pelatihan kader kesehatan jiwa

                                                              BAB V 
                                                            LOGISTIK

Kebutuhan dana dan logistik untuk program kesehatan jiwa di UPT Puskesmas Mojogedang I dan kegiatan di luar gedung UPT Puskesmas Mojogedang I direncanakan dalam pertemuan lokakarya mini dan sesuai dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.







                                                           BAB VI 
                                           KESELAMATAN SASARAN

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan program kesehatan jiwa perlu diperhatikan keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga angka kejadian KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) dapat dicegah sedini mungkin.

                                                          BAB VII 
                                             KESELAMATAN KERJA

Puskesmas sebagai tempat kerja mempunyai potensi bahaya beragam terhadap kesehatan,terdapat disemua tempat baik didalam maupun diluar gedung yang dapat timbul dari lingkungan tempat kerja,proses kerja, cara kerja, alat dan bahan kerja yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Tujuan dari pengenalan potensi bahaya di puskesmas dan masalah yang ditimbulkannya adalah agar petugas puskesmas dapat melakukan pengendalian resiko dengan benar sehingga terhindar dari berbagai masalah yang ditimbulkan akibat pekerjaan.

                                                         BAB VIII 
                                             PENGENDALIAN MUTU

Agar upaya pengendalian mutu program kesehatan jiwa dilaksanakan secara efektif dan efisien yaitu dengan meningkatkan derajat kesehatan jiwa dan kualitas hidup masyarakat maka perlu dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
a. Pelatihan bagi Petugas/ pemegang program kesehatan jiwa dan dokter puskesmas 
b. mengenai program dan penaganan kesehatan jiwa di puskesmas.
c.  Adanya kerjasama antara lintas program dan lintas sektoral
d. Melakukan deteksi dini 
e. Pencatatan dan dokumentasi layanan dan kegiatan


                                                      BAB IX 
                                                    PENUTUP

Pedoman ini sebagai acuan bagi karyawan puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Keberhasilan pelayanan medik dasar terkait dengan kepatuhan pemberi layanan terhadap standar dan prosedur yang ditetapkan.
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